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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

     NOMOR 2 TAHUN 2020 

TENTANG 

 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN  

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam 

pengelolaan arsip di lingkungan Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral, diperlukan pedoman 

penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, 

kaidah, dan standar kearsipan; 

b. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata 

Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 052 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan 

Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber 

Daya Mineral sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan organisasi dan peraturan perundang-

undangan mengenai kearsipan sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

www.peraturan.go.id



2020, No. 122 

 

-2- 

tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 

Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5035); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 
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8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 

12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang 

Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180); 

13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, 

Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital 

Negara;  

14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan 

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip; 

15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 

Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 238); 
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16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2012 tentang  Pedoman Pengelolaan 

Unit Kearsipan pada Lembaga Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 250); 

17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah 

Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 432); 

18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1388); 

19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

20. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan 

Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1787); 

21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan 

Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 818); 

22. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

806); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG  PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan 

meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan 

pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan yang 

didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan 

sarana, serta sumber daya lainnya.  

2. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan jenis format, 

penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan 

media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 

3. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 

komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang 

berwenang di lingkungan Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral dalam rangka penyelenggaraan 

tugas pemerintahan dan pembangunan. 

4. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 

5. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara 

berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas 

menjadi beberapa kategori unit informasi Kearsipan. 

6. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan 

informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan 

dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan 

keamanan negara, masyarakat dan  perorangan. 

7. Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi sekurang-

kurangnya  jangka waktu penyimpanan atau retensi, 

jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi 

tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, 

dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 

8. Unit Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat 

Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan di lingkungan 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 

adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas 
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